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 Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan di Kementerian Pariwisata 
Republik Indonesia. selama 3 bulan kurang pada Subbagian Perencanaan Deputi 
Bidang Perencanaan Pemasaran Pariwisata Mancanegara. Selama melaksanakan 
PKL, praktikan melaksanakan beberapa kegiatan yang, yakni membuat nomor buku 
bank, membuat pagu anggaran 2017, membuat rincian surat perjalanan dinas, 
membuat laporan arus kas, membuat bukti potong pph 21, serta membuat nota dinas 
dan rincian LS dan UP. Setelah melaksanakan PKL di Kementerian Pariwisata 
Republik Indonesia., praktikan dapat mengetahui kegiatan akuntansi serta 
perencanaan di dunia kerja yang sesungguhnya, serta lebih memahami  
 
Kata Kunci : Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, Pagu Anggaran 2017, Nota 






LEMBAR PENGESAHAN UJIAN 
  
 KATA PENGANTAR 
 Segala puji dan syukur praktikan panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah 
memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga praktikan dapat melaksanakan Praktik 
Kerja Lapangan dengan lancar serta menyelesaikan Laporan Praktik Kerja Lapangan 
ini dengan baik. Laporan Praktik Kerja Lapangan ini disusun untuk memenuhi mata 
kuliah Praktik Kerja Lapangan serta persyaratan kelulusan pada program studi S1 
Akuntansi, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 
 Pada kesempatan ini, praktikan ingin mengucapkan rasa terima kasih 
yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu praktikan 
selama kegiatan PKL berlangsung dan pembuatan laporan ini, yaitu: 
Orangtua yang telah memberikan doa dan dukungan dalam bentuk moril maupun 
materil; 
1. Orang tua, Kakak serta Teman - teman yang telah memberikan doa dan 
dukungan moril maupun materil kepada praktikan. 
2. Ibu Nuramalia Hasanah, SE., M.Ak., selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi 
Fakutas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta; 
3. Bapak Unggul Purwohedi, SE., M.Si, Ph.D, selaku dosen pembimbing yang telah 
meluangkan waktu, memberikan arahan dan bimbingannya sehingga laporan ini 
dapat diselesaikan dengan baik; 
4. Kementerian Pariwisata Republik Indonesia. yang telah memperbolehkan 
praktikan untuk melaksanakan Praktik Kerja Lapangan; 
5. Bapak Kiagoos Irvan Fasal selaku pembimbing sekaligus kasubbag 
perencanaan DBP3M yang telah memberikan bimbingan dan arahan 
kepada praktikan selama menjalankan PKL. 
 
6. Seluruh pegawai subbag perencanaan deputi bidang perencanaan pemasaran 
pariwisata mancanegara yang telah memberikan arahan, bantuan, pengalaman dan 
ilmu yang bermanfaat sehingga menambah wawasan praktikan serta 
mempermudah pembuatan laporan Praktik Kerja Lapangan ini. 
 Dalam penulisan laporan PKL ini, praktikan menyadari banyak keterbatasan 
dalam penyusunannya. Oleh karena itu, kritik serta saran yang dapat membangun 
praktikan diharapkan agar menjadi bahan evaluasi di masa mendatang. Akhir kata, 
praktikan berharap laporan ini dapat bermanfaat.  
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A. Latar Belakang PKL
Dunia kerja saat ini  semakin dinamis dengan banyaknya lulusan
dari  perguruan  tinggi  negeri  maupun  swasta  yang  berlomba-lomba
mendapatkan  tempat  di  dunia  kerja.  Seperti  yang  diketahui  bahwa
terkadang terdapat beberapa perbedaan antara yang dipelajari pada saat di
bangku  kuliah  dengan  yang  ada  di  dunia  kerja  sesungguhnya.  Dengan
demikian, perguruan tinggi, sebagai perantara calon lulusan akan berusaha
untuk memberikan pembekalan yang sebaik-baiknya agar lulusannya dapat
berkompetisi dengan lulusan dari berbagai perguruan tinggi.
Praktik  Kerja  Lapangan  adalah  salah  satu  cara  menunjukkan
kepada  calon  lulusan  tentang  bagaimana  dunia  kerja  yang  sebenarnya.
Dalam pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan, praktikan akan mendapatkan
kesempatan untuk menerapkan ilmu pengetahuan serta keterampilan yang
sudah diperoleh didalam kelas selama proses perkuliahan. Praktik Kerja
Lapangan  juga  memberikan  kesempatan  kepada  praktikan  untuk
meningkatkan softskill dan kemampuan berinteraksi serta kerjasama tim di
dunia kerja.
Dalam  pelaksanaan  proses  perkuliahan  di  Universitas  Negeri
Jakarta,  khususnya pada program studi S1 Akuntansi,  setiap mahasiswa
diwajibkan mengikuti Praktek Kerja Lapangan (PKL). Hal ini dikarenakan
kegiatan  tersebut  merupakan  salah  satu  mata  kuliah  dan  menjadi
persyaratan untuk kelulusan mahasiswa program studi S1 Akuntansi. PKL
1
2ini  diadakan  agar  para  mahasiswa  dapat  mengenal  dunia  kerja  yang
sesungguhnya dan dapat lebih mengerti  atas implementasi  pembelajaran
yang ada di mata kuliah dengan yang ada di dunia kerja sesungguhnya.
Perlu keahlian-keahlian yang mumpuni untuk dapat bersaing dengan SDM
yang berasal dari luar negeri. Sehingga kegiatan PKL ini juga diharapkan
dapat membuat mahasiswa lebih intropeksi diri, menjadikan diri lebih baik
di masa mendatang demi bersaing dengan SDM yang lainnya.
Praktikan melaksanakan PKL di ranah Pemerintahan karena ingin
mengetahui  lebih  luas  mengenai  akuntansi  dan  perencanaan  di  dunia
pemerintahan. Praktikan ditempatkan di Sub Bidang Perencanaan Deputi
Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Mancanegara Kementerian
Pariwisata Republik Indonesia.
B. Maksud dan Tujuan PKL
Maksud dan tujuan diadakannya PKL, adalah:
1. Menyelesaikan mata kuliah Praktik Kerja Lapangan yang berbobot
2 sks dan persyaratan kelulusan pada program studi S1 Akuntansi
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta;
2. Memberikan  gambaran  mengenai  keadaan  dunia  kerja  yang
sebenarnya; 
3. Meningkatkan  wawasan  pengetahuan,  kemampuan,  pengalaman,
dan keteramilan mahasiswa;
4. Menumbuhkan keahlian, profesinalitas, rasa tanggung jawab, dan
etos kerja sejak dini; dan
5. Membuat  mahasiswa  akan  lebih  menyadari  pentingnya
meningkatkan kualitas diri menghadapi persaingan Sumber Daya
Manusia dari perguruan tinggi yang lainnya.
C. Kegunaan PKL
3Dalam pelaksanaanya, PKL tidak hanya memberikan manfaat bagi
mahasiswa.  Namun manfaat  pelaksanaan PKL juga data  dirasakan oleh
perusahaan dan perguruan tinggi.
1. Bagi Mahasiswa (Praktikan)
a. Mengetahui  perbedaan  antara  pembelajaran  selama  di
bangku kuliah dengan yang ada di perusahaan, khususnya
pada bidang akuntansi;
b. Sarana untuk mengenal dinamika dan kondisi nyata dunia
kerja;
c. Sarana  melatih  rasa  tanggung  jawab  mahasiswa  dalam
bekerja di dunia kerja; 
d. Menambah wawasan mengenai dunia kerja dan tantangan-
tantangan  yang  akan  dihadapi  praktikan  pasca  lulus  di
kemudian hari; dan
e. Mendapatkan ilmu dan data yang dapat dijadikan laporan
hasil  PKL maupun  penelitian  terkait  dengan  perusahaan
tersebut.
2. Bagi Perusahaan
a. Terbantunya  perusahaan  dalam  melaksanakan  pekerjaan
operasionalnya;
b. Mempermudah perusahaan mendapatkan bibit unggul dari
berbagai perguruan tinggi;
c. Memperkenalkan  dan  membuka  wawasan  tentang  ilmu
pemerintahan yang dimiliki; dan
d. Membangun  kerjasama  antara  universitas  dengan
perusahaan,  sehingga  perusahaan  akan  lebih  mudah
mendapatkan  praktikan  dari  universitas  yang  pernah
melaksanakan PKL di perusahaannya.
43. Bagi Perguruan Tinggi
a. Membina hubungan yang baik antar Instansi pemerintahan;
b. Meningkatkan eksistensi Fakultas Ekonomi di Universitas
Negeri  Jakarta,  dimana  perusahaan  dapat  mengetahui
bahwa terdapat SDM yang berkualitas dari perguruan tinggi
tersebut;
c. Membantu perguruan tinggi untuk mengenalkan dunia kerja
pada mahasiswa;
d. Mempersiapkan lulusan yang siap kerja; dan
e. Sebagai bahan masukan dan evaluasi program pendidikan
di  Universitas  Negeri  Jakarta  (UNJ)  untuk  menghasilkan
tenaga-tenaga  terampil  sesuai  dengan  kebutuhan
perusahaan / lembaga.
D. Tempat PKL
Praktikan melaksanakan PKL di kementerian yang membidangi 
urusan pariwisata. Instansi ini dipilih karena praktikan ingin mengetahui 
lebih banyak tentang Perencanaan anggaran dilingkungan Pemerintahan. 
Berikut ini merupakan informasi lengkap mengenai data perusahaan 
tempat pelaksanaan PKL:
Nama Perusahaan : Kementerian Pariwisata Republik Indonesia
Alamat : Gedung Sapta Pesona 
    Jalan Medan Merdeka Barat No.17 




Praktikan ditempatkan pada Sub Bagian Perencanaan Deputi Bidang 
Perencanaan Pemasaran Pariwisata Mancanegara.
E. Jadwal dan Waktu PKL
Waktu  pelaksanaan  PKL  ini  telah  dilaksanakan  mulai tanggal  
11  Juli   2016 sampai dengan 30 September 2016, bertempat di 
5Kementerian Pariwisata Republik Indonesia Sub Bagian Perencanaan 
Deputi Bidang Perencanaan Pemasaran Pariwisata Mancanegara.
Berikut adalah perincian tahap pelaksanaan PKL :
1. Tahap Persiapan
Sebelum  melaksanakan  PKL,  praktikan  mengurus
suratpermohonan  pelaksanaan  PKL di  Biro  Administrasi  Akademik
dan Keuangan (BAAK).  Setelah surat permohonan dibuat, kemudian
praktikan  langsung  memberikan  surat  permohonan  PKL ke  Badan
Kepegawaian  Deputi  Bidang  Pengembangan  Pemasaran  Pariwisata
Mancanegara  Kementerian  Pariwisata  RI.  Setelah  surat  diterima,
praktikan  kemudian  menerima  pemberitahuan  untuk  melaksanakan
wawancara.  Praktikan  diharuskan  melengkapi  berkas  berupa
Curriculum Vitae, fotocopy Kartu Tanda Mahasiswa dan Kartu Tanda
Penduduk, serta pas foto.  Wawancara dilaksanakan pada Juni 2016.
Praktikan diterima PKL di Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran
Pariwisata  Mancanegara  di  bagian  Perencanaan  dan  Keuangan.
Praktikan mendapatkan izin untuk melakukan Praktik Kerja Lapangan
pada pertengahan Bulan Juli atau setelah lebaran. Subbagian tempat
praktikan  melaksanakan  PKL diberitahukan  pada  saat  hari  pertama
praktikan melaksanakan PKL.
2. Tahap Pelaksanaan
Pelaksanaan PKL di Kementerian Pariwisata dimulai pada 11 Juli
2016 hingga 30 September 2016. Jam kerja praktikan dimulai pada
pukul 7.30 hingga 16.00 dengan jam istirahat pada pukul 12.00 hingga
13.00 pada hari Senin sampai Kamis. Sedangkan pada hari Jumat, jam
6kerja praktikan dimulai pada pukul 08.00 hingga pukul 16.30 dengan
jam istirahat pukul 12.00 hingga 13.30. Jam kerja ini  tidak berlaku
saat praktikan melakukan tugas Dinas Luar Kota/Dalam kota serta jika
ada Lembur.
3. Tahap Pelaporan
Praktikan  menyusun  laporan  PKL  untuk  menyelesaikan  mata
kuliah PKL dan memenuhi  syarat  kelulusan Program Studi  Strata  I
Akuntansi  Fakultas  Ekonomi  Universitas  Negeri  Jakarta.Praktikan
mempersiapkan laporan PKL sejak masih melaksanakan PKL dengan
mengumpulkan data-data yang dibutuhkan, yakni pada bulan Agustus
sampai September 2016.
BAB II
TINJAUAN UMUM TEMPAT PRAKTIK KERJA LAPANGAN
A. Sejarah Kementerian Pariwisata
1. Sejarah
Menurut  UU  No.10  Tahun  2009  tentang  kepariwisataan  adalah
berbagai  macam  kegiatan  wisata  dan  didukung  berbagai  fasilitas  dan
layanan  yang  disediakan  oleh  masyarakat,  pegusaha,  pemerintah,  dan
pemerintah  daerah.  Landasan  konstitusional  utama  bagi  pembangunan
kepariwisataan adalah pasal 32 dan pasal 33 ayat 3 UUD 1945. Landasan
tersebut  merupakan  upaya  untuk  mengembangkan  dan  memanfaatkan
objek dan daya tarik wisata, bahwa keadaan alam, flora, dan fauna, sebagai
karunia Tuhan Yang Maha Esa, serta peninggalan purbakala, peninggalan
sejarah,  seni,  dan  budaya  yang  dimiliki  bangsa  Indonesia  merupakan
7sumber daya dan modal pembangunan kepariwisataan untuk peningkatan
kemakmuran  dan  kesejahteraan  rakyat  sebagaimana  terkandung  dalam
Pancasila  dan  Pembukaan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik
Indonesia Tahun 1945. Dalam perkembangannya, Kementerian Pariwisata
telah bertransformasi sedemikian rupa hingga saat ini.
Diawali  oleh  Departemen  Pariwisata,  Pos,  dan  Telekomunikasi
(Depparpostel)   yang  merupakan  cikal  bakal  berdirinya  Kementerian
Pariwisata  yang  saat  ini  dikenal  luas  oleh  masyarakat.  Depparpostel
dibawah kepemimpinan Achmad Tahir (1983-1988),  Soesilo  Soedarman
(1988-1993),  dan  Joop  Ave  (1993  –  1998),  pada  masa  kabinet
pembangunan vii Presiden Soeharto berganti nama menjadi Departemen
Pariwisata,  Seni,  dan  Budaya  (Depparsenbud).  Departemen  kedua
kemudian  berganti  nama  di  tahun  yang  sama  pendiriannya  menjadi
Kementerian  Negara Pariwisata, Seni, dan Budaya (Kemenegparsenbud)
dan  pada  tahun  1999  semasa  Pemerintahan  Presiden  Gus  dur/
Abdurrahman Wahid Kemenegparsenbud kembali berganti nama menjadi
Kementerian Negara Pariwisata, dan Kesenian (Kemengparsen) yang aktif
sampai tahun 2001. Namun, pada masa Presiden Megawati Kementerian
Negara  Pariwisata,  dan  Kesenian  kembali  berganti  nama  menjadi
Kementerian Negara Kebudayaan, dan Pariwisata (Kemenegbudpar) yang
dipimpin  oleh  I  Gde  Ardika.  Pada  saat  pemerintahan  Presiden  Susilo
Bambang Yudhoyono pergantian nama kepariwisataan Indonesia terjadi 3
kali yang pertama pada Oktober 2004 dimana Kemenegbudpar digantikan
oleh  Departemen  Kebudayaan,  dan  Pariwisata  (Depbudpar)  dibawah
8pimpinan  Jero  Wacik  (Oktober  2004 –  Oktober  2009)  dan  M.  Nuh (1
Oktober 2004 – 20 Oktober 2009) yang aktif hingga tahun 2009 kemudian
digantikan  perannya  oleh  Kementerian  Kebudayaan,  dan  Pariwisata
(Kemenbudpar). Kemenbudpar menangani hal-hal yang berkaitan dengan
budaya dan pariwisata dan dipimpin oleh Jero Wacik sejak tahun 2009
hingga tahun 2011 yang kemudian berganti  nama menjadi  Kementerian
Pariwisata,  dan  Ekonomi  Kreatif  yang  aktif  dipimpin  oleh  Mari  Elka
Pangestu.  Di  masa  kepemimpinan  Presiden  berikutnya,  Joko  Widodo,
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif  dipecah dan pariwisata di
Indonesia  diambil  alih  oleh  Kementerian  Pariwisata.  Kementerian
Pariwisata dipimpin oleh Arief Yahya.
2. Visi dan Misi Kementerian Pariwisata 
Visi
Visi  Pembangunan Kementerian Pariwisata, menggunakan pijakan Visi
Presiden Republik Indonesia periode 2014-2019, yaitu: 
“TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI
DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG”
Berdasarkan  visi  tersebut,  Presiden  Republik  Indonesia  periode  2014-
2019  merumuskan  misi  yang  dikerucutkan  ke  dalam  9  agenda  prioritas
Pemerintah yang disebut NAWACITA. Di dalamnya, terkandung agenda prioritas
pemerintah Republik Indonesia 2015-2019 yang terkait pada pariwisata, adalah
agenda prioritas butir keenam yakni:
9“Meningkatkan  Produktivitas  Rakyat  Dan  Meningkatkan
Daya Saing Di Pasar Internasional Sehingga Bangsa Indonesia Dapat
Maju Dan Bangkit Bersama Bangsa-Bangsa Asia Lainnya”1
Misi
1) Mengembangkan  destinasi  pariwisata  yang  berdaya  saing,
berwawasan  lingkungan  dan  budaya  dalam  meningkatkan
pendapatan nasional, daerah dan mewujudkan masyarakat yang
mandiri;
2) Mengembangkan produk dan layanan industri  pariwisata yang
berdaya saing internasional, meningkatkan kemitraan usaha, dan
bertanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya;
3) Mengembangkan pemasaran pariwisata secara sinergis, unggul,
dan  bertanggung  jawab  untuk  meningkatkan  perjalanan
wisatawan  nusantara  dan  kunjungan  wisatawan  mancanegara
sehingga berdaya saing di pasar Internasional; dan
4) Mengembangkan  organisasi  Pemerintah,  Pemerintah  Daerah,
swasta  dan  masyarakat,  sumber  daya  manusia,  regulasi,  dan
mekanisme  operasional  yang  efektif  dan  efisien  serta
peningkatan  kerjasama  internasional  dalam  rangka
meningkatkan produktifitas pengembangan kepariwisataan dan
mendorong  terwujudnya  pembangunan  kepariwisataan  yang
berkelanjutan.
3. Brand proposition Kementerian Pariwisata
1 Kementerian Pariwisata. (2015). Laporan Akuntabilitas Kinerja. Jakarta. Hal 20
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Wonderful atau Pesona Indonesia adalah janji pariwisata Indonesia
kepada  dunia.  Kata  “Wonderful”  atau  “Pesona”  mengandung  janji
bahwa Indonesia kaya dengan ketakjuban, dari segala manusia maupun
alamnya, yang mengusik kalbu dan menjanjikan pengalaman baru yang
menyenangkan. Indonesia percaya bahwa dunia akan menjadi tempat
yang  lebih  baik  ketika  semua  orang  memiliki  kesempatan  untuk
menikmati “World of Wonderful”
a. The logo 
Wonderful dan Pesona Indonesia memiliki logogram yang sama.
Perbedaan  logo  antara  Wonderful  Indonesia  dan  Pesona  indonesia
hanya terletak pada wordmark saja.
b. Logo rationale 
Burung yang suka berkelompok melambangkan hidup damai antar
sesama di alam sentosa. Burung juga satwa dengan populasi terbesar di
Indonesia  dan  menjadi  lambang  bangsa.  Rentangan  sayap  berarti
keterbukaan,  hasrat  untuk  terbang  jauh,  melintas  batas.  Sifatnya
semesta, dikenali oleh semua. Tulisan “Indonesia” berwarna hitam yang
lebih besar daripada “Wonderful” atau “Pesona” mengedepankan dan
memperkuat Indonesia diantara persaingan pariwisata internasional.
c. Colour philosophy 
Lambang  burung  dengan  lima  warna  bulu  yang  berbeda,  yang
masing-masing warnanya mewakili makna sebagai berikut : 
Hijau : Kreativitas, Ramah kepada Alam dan Keselarasan. 
Ungu : Daya Imajinasi, Keimanan, Kesatuan Lahir dan Batin.
Jingga : Inovasi, Semangat Pembaruan, dan Keterbukaan. 
Biru : Kesemestaan, Kedamaian, dan Keteguhan. 
Magenta : Keseimbangan, Akal Sehat, dan Sifat Praktis
B. Struktur Organisasi Kementerian Pariwisata
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Dalam struktur organisasi, Kementerian Pariwisata memiliki empat
deputi yang dibawahi langsung oleh Menteri Pariwisata.  Mereka adalah
Deputi  Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri  Pariwisata, Deputi
Bidang  Pemasaran  Pariwisata  Mancanegara,  Deputi  Bidang  Pemasaran
Pariwisata  Nusantara,  dan  Deputi  Bidang  Pengembangan  Kelembagaan
Pariwisata.  selain  itu,  Menteri  Pariwisata  juga  dibantu  langsung  oleh
Sekretariat  Kementerian  dan  Inspektorat.  Berikut  struktur  organisasi
Kementerian Pariwisata :
Gambar 2.1 Struktur Organisasi
Dalam pelaksanaan kerjanya, tiap-tiap satuan kerja memiliki tugas
dan fungsi yang berbeda.
1. Sekretariat Kementerian
Sekretariat  Kementerian  mempunyai  tugas  melaksanakan
koordinasi  pelaksanaan  tugas,  pembinaan  dan  pemberian  dukungan
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administrasi  kepada  seluruh  unit  organisasi  di  Kementerian.  Pada
pelaksanaan  tugasnya,  Sekretariat  Kementerian  melaksanakan
beberapa fungsi, yaitu:
a. Koordinasi kegiata Kementerian;
b. Koordinasi  dan  penyusunan  rencana,  program,  dan  anggaran
Kementerian;
c. Pembinaan  dan  pemberian  dukungan  administrasi  yang  meliputi
ketatausahaan,  kepegawaian,  keuangan,  kerumahtanggaan,
kerjasama,  komunikasi  publik,  arsip,  dan  dokumentasi
Kementerian;
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri.
2. Inspektorat
Inspektorat  mempunyai  tugas  menyelenggarakan  pengawasan
intern di  Kementerian seuai  dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. Dalam melaksanakan tugas, Inspektorat menyelanggarakan
fungsi:
a. Penyusunan  kebijakan  teknis  pengawasan  intern  di  lingkungan
Kementerian;
b. Pelaksanaan  pengawasan  intern  di  lingkungan  Kementerian
terhadap  kinerja  dan  keuangan  melalui  audit,  reviu,  evalusi,
pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
c. Pelaksanaan  pengawasan  untuk  tujuan  tertenu  atas  penugasan
Menteri;
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri.
3. Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata
Deputi  Bidang  Pengembangan  Destinasi  dan  Industri  Pariwisata
memiliki  tugas  penyiapan  perumusan  dan  koordinasi  pelaksanaan
kebijakan bidang pengembangan destinasi  wisata budaya,  alam, dan
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buatan  serta  peningkatan  daya  saing  industri  pariwisata.  Dalam
pelaksanaan  tugasnya,  fungsi  yang  dilakukan  Deputi  Bidang
Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata adalah:
a. Penyiapan  perumusan  kenijakan  di  bidang  pengembangan
infrastruktur  dan  ekosistem,  pengembangan  destinasi  wisata
budaya, alam, dan buatan, industri pariwisata, tata kelola destinasi
dan pemberdayaan masyarakat;
b. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program, pemantauan,
evaluasi, pelaporan dan analisis kegiatan di bidang pengembangn
infrastruktur  dan  ekosistem,   pengembangan  destinasi  wisata
budaya, alam, dan buatan, industri pariwisata, tata kelola destinasi
dan pemberdayaan masyarakat;
c. Koordinasi  dan  sinkronisasi  pelaksanaan  kebijakan  di  bidang
pengembangan  infrastruktur  dan  ekosistem,  pengembangan
destinasi wisata budaya, alam, dan buatan, industri pariwisata, tata
kelola destinasi dan pemberdayaan masyarakat;
d. Pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.
4. Deputi  Bidang  Pengembangan  Pemasaran  Pariwisata
Mancanegara
Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Mancanegara
mempunyai  tugas  penyiapan perumusan dan koordinasi  pelaksanaan
kebijakan  dan  strategi  pemasaran  pariwisata  mancanegara.
Pelaksanaan  tugas  Deputi  Bidang  Pengembangan  Pemasaran
Pariwisata Mancanegara dilakukan dengan menjalankan fungsi:
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a. Penyiapan perumusan kebijakan dan strategi pemasaran pariwisaa
mancanegara  berdasarkan  area  serta  peningkatan  kerjasama
internasional;
b. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program, pemantauan,
evaluasi,  pelaporan,  dan  analisis  kegiatan  di  bidang  pemasara
pariwisata  mancanegara  berdasarkan  area  serta  peningktan
kerjasama internasional;
c. Koordinasi  dan  sinkronisasi  pelaksanaan  kebijakan  di  bidang
pemasaran pariwisata mancanegara berdasarkan area peningkatan
kerjasama internasional;
d. Penyusunan  norma,  standar,  prosedur,  dan  kriteria  di  bidang
pengembangan pemasaran pariwisata mancanegara;
e. Pemberian  bimbingan teknis  dan  supervisi  di  bidang  pemasaran
pariwisaa  mancanegara  berdasarkan  area  serta  peningkatan
kerjasama internasional;
f. Pelaksanaan  evaluasi  dan  pelaporan  di  bidang  pemasaran
pariwisata  mancanegara  berdasarkan  area  serta  peningkatan
kerjasama internasional;
g. Pelaksanaan  administrasi  Deputi  Bidang  Pengembangan
Pemasaran Pariwisata Mancanegara; dan
h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri.
5. Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Nusantara
Deputi  Bidang  Pengembangan  Pemasaran  Pariwisata  Nusantara
memiliki  tugas  melaksanakan  penyiapan  perumusan  kebijakan,
koordinasi  pelaksanaan  kebijakan  pemasaran  pariwisata  nusantara
berdasarkan  segmen  pasar  personal,  bisnis,  dan  pemerintah.  Deputi
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Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Nusantara melaksanakan
tugasnya dengan menjalankan fungsi:
a. Penyiapan  perumusan  kebijakan  di  bidang  program dan strategi
pemasaran,  analisis  data  pasar,  pengembangan  segmen  pasar
personal, bisnis, dan pemerintah, serta pengembangan komunikasi
pemasaran pariwisata nusantara;
b. Penyiapan bahan penyusunan rancana dan program, pemantauan,
evalusai, pelaporan, dan analisis kegiatan di bidang program dan
strategi  pemasaran,  analisis  data  pasar,  pengembangan  segmen
pasar  personal,  bisnis,  dan  pemerintah,  serta  pengembangan
komunikasi pemasaran pariwisata nusantara;
c. Koordinasi  dan  sinkronisasi  pelaksnaan  kebijakan  di  bidang
program  dan  strategi  pemasaran,  analisis  data  pasar,
pengembangan  segmen  pasar  personal,  bisnis,  dan  pemerintah,
serta pengembangan komunikasi pemasaran pariwisata nusantara;
d. Penyusunan  norma,  standard,  prosedur,  dan  kriteria  di  bidang
program  dan  strategi  pemasaran,  analisis  data  pasar,
pengembangan  segmen  pasar  personal,  bisnis,  dan  pemerintah,
serta pengembangan komunikasi pemasaran pariwisata nusantara;
e. Pelaksanaan bimbinga teknis dan supervise di bidang program dan
strategi  pemasaran,  analisis  data  pasar,  pengembangan  segmen
pasar  personal,  bisnis,  dan  pemerintah,  serta  pengembangan
komunikasi pemasaran pariwisata nusantara.
6. Deputi Bidang Pengembangan Kelembagaan Kepariwisataan
Deputi  Bidang  Pengembangan  Kelembagaan  Kepariwisataan
memiliki  tugas  penyiapan  perumusan  kebijakan,  koordinasi  dan
16
pelaksanaan  kebijakan  di  bidang  program pengembangan  hubungan
kelembagaan kepariwisataan, penelitian dan pengembangan hubungan
kelembagaan kepariwisataan, penelitian dan pengembangan kebijakan
kepariwisataan, pengembangan sumber daya manusia kepariwisataan,
pengembangan  sumber  dya  manusia  aparatur  serta  pengendalian
transformasi.  Dalam  melaksanakan  tugas,  Deputi  Bidang
Pengembangan  Kelembagaan  Kepariwisataan  menyelenggarakan
fungsi:
a. Penyiapan  dan  perumusan  kebijakan  di  bidang  program
pengembangan   hubungan kelembagaan kepariwisataan, penelitian
dan  pengembangan  kebijakan  kepariwisataan,  pengembangan
sumber daya manusia kepariwisataan, pengembangan sumber daya
manusia aparatur serta pengendalian transformasi;
b. Koordinasi  dan  sinkronisasi  pelaksanaan  kebijakan  di  bidang
program  pengembangan  hubungan  kelembagaan  kepariwisataan,
penelitian  dan  pengembangan  kebijakan  kepariwisataan,
pengembangan  sumber  daya  manusia  kepariwisataan,  dan
pengembangan sumber daya manusia aparatur serta pengendalian
transformasi;
c. Pelaksana bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan
di  bidang  program  pengembangan  hubungan  kelembagaan
kepariwisataan,  penelitian  dan  pengembangan  kebijakan
kepariwisataan,  pengembangan  sumber  daya  manusia
kepariwisataan, dan pengembangan sumber daya manusia aparatur
serta pengendalian transformasi;
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d. Pelaksanaan hubungan kelembagaan kepariwisataan;
e. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan kebijakan keparisataan;
f. Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia kepariwisataan;
g. Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia aparatur.
7. Staf Ahli
Staf Ahli berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri
dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Kementerian.
(1) Staf Ahli  Bidang Ekonomi dan Kawasan Pariwisata mempunyai
tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada
Menteri terkait dengan bidang ekonomi dan kawasan pariwisata. 
(2) Staf  Ahli  Bidang  Multikultural  mempunyai  tugas  memberikan
rekomendasi  terhadap  isu-isu  strategis  kepada  Menteri  terkait
dengan bidang multikultural. 
(3) Staf  Ahli  Bidang  Kemaritiman  mempunyai  tugas  memberikan
rekomendasi  terhadap  isu-isu  strategis  kepada  Menteri  terkait
dengan bidang kemaritiman. 
(4) Staf  Ahli  Bidang  Teknologi  Informasi  dan  Komunikasi
mempunyai  tugas  memberikan  rekomendasi  terhadap  isu-isu
strategis  kepada  Menteri  terkait  dengan  bidang  teknologi
informasi dan komunikasi.
C. Kegiatan Umum Kementerian Pariwisata
Tugas
Kementerian  Pariwisata  mempunyai  tugas  menyelenggarakan  urusan




Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kementerian
Pariwisata menyelenggarakan fungsi:
1. perumusan dan penetapan kebijakan di  bidang pengembangan destinasi
dan  industri  pariwisata,  pengembangan  pemasaran  pariwisata  mancanegara,
pengembangan pemasaran pariwisata nusantara, dan pengembangan kelembagaan
kepariwisataan;
2. koordinasi  dan  sinkronisasi  pelaksanaan  kebijakan  di  bidang
pengembangan  destinasi  dan  industri  pariwisata,  pengembangan  pemasaran
pariwisata  mancanegara,  pengembangan  pemasaran  pariwisata  nusantara,  dan
pengembangan kelembagaan kepariwisataan;
3. pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan dan perintisan daya tarik
wisata  dalam  rangka  pertumbuhan  destinasi  pariwisata  nasional  dan
pengembangan daerah serta peningkatan kualitas dan daya saing pariwisata;
4. pelaksanaan  bimbingan  teknis  dan  supervisi  atas  pelaksanaan  urusan
pemerintahan  di  bidang  pengembangan  destinasi  dan  industri  pariwisata,
pengembangan  pemasaran  pariwisata  mancanegara,  pengembangan  pemasaran
pariwisata nusantara, dan pengembangan kelembagaan kepariwisataan;
5. pembinaan  dan  pemberian  dukungan  administrasi  di  lingkungan
Kementerian Pariwisata;
6. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab
Kementerian Pariwisata; dan




PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN
A. Bidang Kerja
Selama  melaksanakan  kegiatan  PKL  di  Kementerian  Pariwisata  Republik
Indonesia  yang berlangsung selama dua bulan lebih, praktikan ditempatkan di
Sub  Bagian  Perencanaan  Deputi  Bidang  Pengembangan  Pemasaran  Pariwisata
Mancanegara. Sub Bagian Perencanaan Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran
Pariwisata Mancanegara di pimpin oleh seorang Kasubbag atau Esselon IV yakni
Bapak  Kiagoos  Irvan  Faisal yang  membawahi  10  Staff.  Masing-masing  staff
memiliki fungsinya masing-masing dan berbeda satu dengan yang lainnya. Secara
garis besar,  Sub Bagian Perencanaan  Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran
Pariwisata  Mancanegara ini  memiliki  tujuan  yang  sama,  yakni  menyusun
perencanaan anggaran sehubungan dengan operasional Kementerian secara umum
dan  Deputi  Bidang  Pengembangan  Pemasaran  Pariwisata  Mancanegara  secara
khusus.
Selama di Sub Bagian Perencanaan Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran
Pariwisata,  praktikan membantu pegawai dalam melakukan pekerjaannya, salah
satunya diikut sertakan dalam tim penyusunan pagu anggaran tahun 2017. Selain
itu, praktikan juga diminta untuk membantu membuat laporan arus kas pengeluran
dan  pemasukan  sub  bagian  perencanaan  DBP3M.  sehingga  praktikan  dapat
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dikatakan melakukan salah satu proses siklus akuntansi atas kegiatan operasional
di sub bagian perencanaan DBP3M.
Dalam siklus akuntansi, siklus tersebut termasuk ke dalam siklus laporan
arus  kas.  Siklus  laporan  arus  kas  adalah  informasi  kas  sehubungan  dengan
aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo
awal,  penerimaan,  pengeluaran,  dan  saldo  akhir  kas  pemerintah  pusat/daerah
selama periode tertentu (Nuramalia H dan Achad F. 2016)2.  Selain itu, di bawah
ini adalah tugas-tugas yang diberikan kepada praktikan selama menjalani kegiatan
PKL di sub bagian perencanaan DBP3M :
1. Meyusun Pagu Anggaran 2017 dengan membuat KAK dan RAB
I. Penyusunan Alokasi Anggaran
II. Penyusunan LAKIP
III. Penyusunan Laporan Tahunan
2. Membuat Nota Dinas LS dan UP serta Perinciannya
3. Membuat bukti potong pph 21
4. Membuat rincian SPD
5. Membuat laporan arus kas
B. Pelaksanaan Kerja
Dalam  pelaksanaan   kerja   di   Deputi  Bidang  Pengembangan  Pemasaran
Pariwisata Mancanegara Kementerian Pariwisata RI, praktikan harus memahami
alur  kerja yang digunakan dan memahami berkas-berkas yang akan digunakan
serta  diberikan Arahan mengenai  bidang kerja  yang akan dijalani  selama PKL
oleh  Kasubbag  Perencanaan.  Praktikan  dituntut  memiliki  ketelitian  dan
pemahaman yang cukup dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. 
Praktikan memulai kegiatan PKL pada tanggal 11 Juli hingga 30 September
2016  di  Sub  Bagian  Perencanaan  Deputi  Bidang  Pengembangan  Pemasaran
2 Hasanah, Nuramalia dan Achmad Fauzi. 2016. Akuntansi 
Pemerintahan. Jakarta : In Media. Hal 18
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Pariwisata  Mancanegara  (DBP3M).  Setelah  menemui  Kepala  Seksi/Subbag
selanjutnya  praktikan  diperkenalkan  kepada  pegawai-pegawai  yang  ada  di
Seksi/Subbag tersebut. Praktikan dibimbing terlebih dahulu sebelum melakukan
tugas-tugas yang diberikan oleh para pegawai maupun kepala subbag.
Berikut  tugas-tugas  yang  diberikan  kepada  praktikan  selama  melakukan
kegiatan  PKL  di  Sub  Bagian  Perencanaan  Deputi  Bidang  Pengembangan
Pemasaran Pariwisata Mancanegara (DBP3M) :
1. Meyusun Pagu Anggaran 2017 dengan membuat KAK dan RAB
Praktikan  disini  ditugaskan  untuk  membantu  pegawai  Sub  Bagian
Perencanaan  Deputi  Bidang  Pengembangan  Pemasaran  Pariwisata
Mancanegara dengan dimasukan kedalam tim penyusunan pagu anggaran
tahun 2017 dengan membuat Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Rincian
Anggaran Biaya (RAB). 
Setelah dibuat tim secara keseluruhan barulah dibagi bagi tugas dalam
penyusunan pagu anggaran 2017.  Hasil  kerja  praktikan dapat  dilihat  di
lampiran 9 (KAK dan RAB Alokasi Anggaran), lampiran 10 (KAK dan
RAB  LAKIP),  lampiran  11  (KAK  dan  RAB  Laporan  Tahunan)  Dan
praktikan kedapatan tugas sebagai berikut :
a) Penyusunan Kerangka Acuan Kerja dan Rincian Anggaran Biaya
Alokasi Anggaran
Pagu alokasi bisa juga disebut dengan pagu definitif, yaitu
pagu final yang sudah  ditetapkan untuk pelaksanaan anggaran di
tahun mendatang.  Pagu alokasi  ini  akan menjadi  dokumen resmi
Daftar  Isilan  Pelaksanaan  Anggaran  (DIPA)  tahun  2017  yang
biasanya keluar pada awal bulan Desember.
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Dalam proses penyusunan alokasi anggaran, pertama tama
praktikan  mempelajari  dulu  alokasi  anggaran  dari  tahun
sebelumnya  atau  tahun  2016  sebagai  acuannya.  Setelah  itu
praktikan  melihat  nominal  Pagu  Anggaran  yang  telah  ditetapkan
untuk  meyusun  Rincian  Anggaran  Biaya  (RAB)-nya.  Sebelum
masuk  kedalam penyusunan  Rincian  Anggaran  Biaya   praktikan
diharuskan untuk membuat Kerangka Acuan Kerja (KAK) terlebih
dahulu  untuk  memudahkan  dalam  menyusun  Rincian  Anggaran
Biaya (RAB) 2017.
Setelah  semuanya  selesai  baik  Kerangka  Acuan  Kerja
(KAK)  dan  Rincian  Anggaran  Biaya  (RAB)  akan  dikirimkan
kepada Kasubbag Perencanaan, jika masih ada yang kurang akan
dikembalikan untuk dilakukan revisi.
b) Penyusunan Kerangka Acuan Kerja dan Rincian Anggaran Biaya
LAKIP
Laporan  kinerja  adalah  bentuk  laporan  yang  melaporkan
hal yang terkait dengan seluruh struktur organisasi yang terdapat
dalam  kementrian  pariwisata  yang  fungsi  nya  untuk  menjadi
penilai  suatu  kinerja  baik  itu  pejabat  struktural  organisasinya
maupun kegiatan/program yang di lakukan. Dalam hal ini setiap
kementerian/Lembaga  akan  di  berikan  tagihan  yakni  berupa
laporan kinerja yang didalam nya terdapat data-data yang menjadi
standarisasi  dalam melakukan penilaian  pada  suatu  instansi  atau
institusi yang ditujukan. 
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Dalam proses penyusunan alokasi anggaran, pertama tama
praktikan  mempelajari  dulu  alokasi  anggaran  dari  tahun
sebelumnya  atau  tahun  2016  sebagai  acuannya.  Setelah  itu
praktikan melihat  nominal  Pagu Anggaran yang telah ditetapkan
untuk  meyusun  Rincian  Anggaran  Biaya  (RAB)-nya.  Sebelum
masuk kedalam penyusunan Rincian  Anggaran  Biaya   praktikan
diharuskan untuk membuat Kerangka Acuan Kerja (KAK) terlebih
dahulu  untuk  memudahkan  dalam  menyusun  Rincian  Anggaran
Biaya (RAB) 2017.
Setelah  semuanya  selesai  baik  Kerangka  Acuan  Kerja
(KAK)  dan  Rincian  Anggaran  Biaya  (RAB)  akan  dikirimkan
kepada Kasubbag Perencanaan, jika masih ada yang kurang akan
dikembalikan untuk dilakukan revisi.
c) Penyusunan Kerangka Acuan Kerja dan Rincian Anggaran Biaya
Laporan Tahunan
Laporan  Tahunan  merupakan  laporan  perkembangan  dan
pencapaian  yang  berhasil  diraih oleh  Deputi  Bidang  Perencanaan
Pemasaran Pariwisata  Mancanegara  (DBP3M) Kementerian Pariwisata
dalam  satu  tahun  periodik.  laporan  tahunan  akan  mencakup  seluruh
kegiatan  yang  sudah  berlangsung  selama  dua  semester  (  1  tahun  )
tersebut,  yang  tujuannya  untuk  mengetahui  seberapa  banyak
program/kegiatan  yang sudah dilaksanakan dan  agar  mengetahui  hasil
dari program/kegiatan dari program yang sudah terlaksana. 
Dalam  proses  penyusunan  alokasi  anggaran,  pertama  tama
praktikan mempelajari dulu alokasi anggaran dari tahun sebelumnya atau
tahun  2016  sebagai  acuannya.  Setelah  itu  praktikan  melihat  nominal
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Pagu Anggaran yang telah ditetapkan untuk meyusun Rincian Anggaran
Biaya  (RAB)-nya.  Sebelum  masuk  kedalam  penyusunan  Rincian
Anggaran Biaya  praktikan diharuskan untuk membuat Kerangka Acuan
Kerja  (KAK)  terlebih  dahulu  untuk  memudahkan  dalam  menyusun
Rincian Anggaran Biaya (RAB) 2017.
Setelah  semuanya  selesai  baik  Kerangka  Acuan  Kerja  (KAK)
dan Rincian Anggaran Biaya (RAB) akan dikirimkan kepada Kasubbag
Perencanaan,  jika  masih  ada  yang  kurang  akan  dikembalikan  untuk
dilakukan revisi.
2. Membuat Nota Dinas LS dan UP serta Perinciannya
Dalam tugas ini praktikan diminta untuk membuat Nota Dinas baik
LS (Langsung) dan UP (Uang Persediaan) untuk mengajukan pencairan
anggaran  yang  telah  disusun  pada  Pagu  Anggaran  tahun  2016  untuk
menjalankan  kegiatan  operasional  subbag  Perencanaan  DBP3M selama
periode berjalan ini. Perbedaan LS (Langsung) dan UP (Uang Persediaan)
sendiri terletak di kode akun serta besaran nominalnya. Berikut contohnya:
a. Contoh  UP  (Uang  Persediaan)  :  5340.007.001.054.A.524114, Belanja
Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota, dalam rangka Penyusunan
Bahan Kebijakan Pimpinan Semester I, tahun Anggaran 2016 dengan nilai
sebesar Rp. 5.400.000 (Lima juta empat ratus ribu rupiah)
b. Contoh  LS  (Langsung)  :  5340.007.002.053.524111,  Belanja  Perjalanan
Dinas  Biasa  Dalam  Rangka  Monitoring  dan  Evaluasi  Dekonsentrasi
Terpadu TA 2016 dengan nilai sebesar Rp. 32.868.800 (Tiga puluh dua juta
delapan ratus enam puluh delam ribu delapan ratus rupiah)
 Hasil  kerja  praktikan  dapat  dilihat  di  lampiran  12.  Langkah-
langkah dalam membuat Nota dinas Baik LS dan UP sebagai berikut : 
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a. Membuat  surat  Nota  Dinas  yang  berisikan  pengajuan  pencairan
anggaran
b. Memasukan kode akun yang akan digunakan, dan kode akun tersebut
dilihat dari pagu anggran tahun 2016
c. Memasukan  nama kegiatan  yang akan  dilaksanakan,  nama kegiatan
diambil dari pagu anggaran tahun 2016
d.  Memasukan nominal yang akan dicairkan secara tertulis dan terbilang,
nominal  yang  dimaksud  harus  menggunakan  kurs  rupiah  dan
disesuaikan  kebutuhan  dalam  kegiatan  yang  akan  dibuatkan  nota
dinasnya.
e. Setelah jadi Nota Dinas kemudian dibawa ke kasubbag perencanaan
dan kabag keuangan dan perencanaan untuk ditanda tangani
f. Setelah semua sudah di tanda tangani baik oleh kasubbag dan kabag
Nota dinas diserahkan kepada bedahara untuk ditindak lanjuti.
Setelah semuanya selesai dan anggaran telah cair akan dibuatkan
rincian Nota Dinas baik Ls dan Up per 1 bulan dengan hasil rincian
yang  dimaksud.  Dalam rincian  tersebut  terdapat  kode  akun,  uraian
nama kegiatan, serta nilai nominal uang yang sudah dicairkan.
3. Membuat bukti potong pph 21
Pada tugas kali ini praktikan diharuskan membuat bukti potong pph 21
secara  manual.  Hasil  kerja  praktikan  dapat  dilihat  di  lampiran  13.
Langkah-langkah sebagai berikut :
a. Melengkapi data-data identitas diri seperti 
I. Nama 
II. Nik/No Paspor 
III. Npwp
IV.  Alamat
b. Kemudian mengisi kolom pph 21 yang dipotong seperti
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I. Kode objek pajak, diperoleh dari formulir 1721 bukti potong
pph 21 final
II. Tarif  ditentukan sesuai  dengan golongan kerja  pegawai  yang
menerima honor dan imbalan atau penghasilan lainnya.
III.  Jumlah penghasilan bruto didapat dari  nominal yang tertera
pada daftar normatif
IV. Pph yang dipotong, merupakan atas jumlah penghasilan bruto
di kalikan dengan tarif atas objek pajak
Setelah semuanya selesai diisi kemudian bukti potong pph 21 dibawa
ke bendahara pengeluaran untuk ditindak lanjuti.
4. Membuat rincian SPD
Pada  tugas  kali  ini  praktikan  diharuskan  membuat  rincian  surat
perjalanan  dinas  untuk  diserahkan  kepada  bendahara  sebagai  laporan
perjalanan  dinas,  Hasil  kerja  praktikan  dapat  dilihat  di  lampiran  14,
adapun langkah-langkah dalam membuat  rincian Surat  perjalanan dinas
sebagai berikut :
a. Membuat  surat  perjalanan  dinas  yang  berisikan  pegawai  yang
diperintahkan menjalankan tugas ke luar kota, tempat berkerja, tempat
tujuan, maksud perjalanan dinas, dsb.
b. Setelah itu praktikan diharuskan membuat daftar pengeluaran rill, yang
datanya diperoleh dari buku pedoman kementerian pariwista
c. Dan membuat daftar normatif dengan menggunakan form yang sudah
ada.
d. Setelah semua selesai kemudian disatukan kedalam rincian rutin surat
perjalanan dinas 
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e. Setelah itu praktikan diminta untuk membuat kwitansi, nominal yang
tertera pada kwitansi disesuaikan dengan nominal pada rincian surat
perjalanan dinas yang dibuat sebelumnya
Setelah  semuanya  selesai  sampai  dengan  kwitansi,  berkas-berkas
tersebut akan dibawa ke bendahara pengeluaran untuk ditindak lanjuti.
5. Membuat laporan keuangan kas masuk dan keluar 
Laporan  keuangan  kas  masuk  dan  keluar  adalah  informasi  kas
sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris
yang  menggambarkan  saldo  awal,  penerimaan,  pengeluaran,  dan  saldo
akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu.
Dalam tugas  kali  ini  praktikan  mendapatkan  tugas  untuk  membuat
laporan arus kas keluar dan masuk sub bagian perencanaan periode 2016.
Dengan memasukan berbagai transaksi kedalam kas masuk maupun kas
keluar  selama  periode  berjalan.  Hasil  kerja  praktikan  dapat  dilihat  di
lampiran 15.
C. Kendala Yang Dihadapi
Selama  melaksanakan  PKL  di  Subbagian  Perencanaan  Deputi  Bidang
Pengembangan  Pemasaran  Pariwisata  Mancanegara,  terdapat  beberapa
kendala yang praktikan hadapi, antara lain:
a. Dalam mengerjakan tugas untuk menyusun pagu anggaran praktikan
mengalami kesulitan untuk menentukan pos-pos  yang akan menjadi
program unggulan dibidang subbag perencanaan.
b. Dalam  membuat  Kerangka  Acuan  Kerja  praktikan  mengalami
kesulitan dalam membuatnya dikarenakan itu merupakan pengalaman
baru sebelumnya praktikan belum pernah membuatnya.
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D. Cara Mengatasi Kendala
Adapun usaha yang  praktikan lakukan dalam menghadapi kendala-kendala
yang  terjadi  selama  melaksanakan  PKL di  Subbagian  Perencanaan  Deputi
Bidang  Pengembangan  Pemasaran  Pariwisata  Mancanegara,  usaha-usaha
tersebut antara lain:
1. Praktikan  selalu  berkonsultasi  dan  berkoordinasi  dengan  kasubbag
perencanaan  yang  menjadi  mentor  praktikan  selama  PKL  agar  dalam
menentukan pos-pos tidak salah sasaran.
2. Praktikan senantiasa untuk bertanya kepada mentor apabila  terdapat data
yang membingungkan. Sehingga praktikan dapat terhindar dari kesalahan





Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan suatu kegiatan yang memberikan
kesempatan  kepada  mahasiswa  untuk  mengetahui  dunia  kerja  sesungguhnya.
Secara  garis  besar,  PKL adalah  salah  satu wujud  implementasi antara  sikap,
kemampuan serta keterampilan yang diperoleh mahasiswa selama kuliah.  Dalam
hal ini pembelajaran tersebut sangatlah berguna untuk kedepannya atau sebagai
bekal dalam bersosialisasi lingkungan dunia kerja.
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Selama melaksanakan PKL di Kementerian Pariwisata RI dalam tiga bulan,
praktikan  telah  mendapatkan  banyak  pelajaran  dan  pengalaman.  Hal  tersebut
sangatlah  berguna  bagi  pembenahan  diri  serta  mental  praktikan  agar  lebih
mempersiapkan diri untuk dapat bersaing dengan lulusan universitas lainnya di
kemudian hari.
Sehingga,  praktikan  dapat  memberikan  kesimpulan  dari  kegiatan  yang
dilakukan yaitu :
a. PKL memberikan  gambaran  yang  jelas  mengenai  dunia  kerja  yang
sesungguhnya  kepada  Praktikan.  Pada  Kementerian  Pariwisata
Republik  Indonesia.  Praktikan  juga  dilatih  untuk  bersikap  cermat,
berhati-hati, dan penuh analisis dalam melaksanakan pekerjaan.
b. Praktikan dapat mengerti dan menjalankan kegiatan operasional yang
berlangsung  pada Subbagian  Perencanaan  Deputi  Bidang
Pengembangan Pemasaran Pariwisata Mancanegara.
c. Praktikan  dapat  mengetahui  bagaimana  cara  membuat  penyusunan
Rencana Anggaran atau Pagu Anggaran dan cara mengaplikasikannya
di dalam instansi pemerintah.
B. Saran
1. Saran Bagi Praktikan :
a. Praktikan harus lebih mempersiapkan diri dari segi akademik maupun
keterampilan agar dapat mendukung pelaksanaan PKL;
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b. Praktikan harus bisa lebih disiplin terhadap waktu dan penampilan;
c. Praktikan harus terus belajar agar memiliki keterampilan sesuai dengan
kebutuhan dunia kerja;
d. Lebih aktif dalam mencari informasi mengenai pelaksanaan PKL yang
harus  dilaksanakan  serta  data  apa  saja  yang  diperlukan  dalam
penyusunan laporan PKL.
2. Saran Bagi Universitas Negeri Jakarta :
a. Lebih aktif dalam mencari informasi mengenai pelaksanaan PKL yang
harus dilaksanakan serta data.
b. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta sebaiknya memberikan
sosialisasi  gambaran  awal dan  pembekalan  terlebih  dahulu  kepada
mahasiswa sebelum melakukan kegiatan PKL.
c. Universitas Negeri Jakarta agar menjalin hubungan yang baik dengan
perusahaan  swasta  maupun  instansi  pemerintahan  agar  proses
pelaksanaan PKL dapat berjalan dengan baik dikemudian hari.
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3. Saran Bagi Kementerian Pariwisata Republik Indonesia:
a. Kementerian Pariwisata Republik Indonesia agar dapat meningkatkan
kualitas pelaporan keuangannya;
b. Mengganti  beberapa  CPU  maupun  komputer  yang  sudah  tidak
bagus/layak untuk digunakan.
c. Terus  meningkatkan  kedisiplinan  para  pegawai  yang  bekerja  di
Kementerian Pariwisata Republik Indonesia.
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